
77 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai  akuntabilitas  pelayanan 

e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah 

Utara sudah cukup baik yang terlihat pada  pertanggungjawaban terhadap semua 

proses pelayanan yang dijalankan setiap harinya pada instansi telah cukup memenuhi 

permintaaan pemohon berdasarkan aturan waktu pelayanan yang sudah ditetapkan 

pada standar operasional prosedur pelayanan yang menjadi regulasi pelayanan e-KTP  

yang berjalan selama ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten 

TTU. Hal ini juga ditunjang dari berbagai aspek yang diukur penulis dalam penelitian 

ini yaitu diantaranya: 

1. Profesionalisme kerja pegawai yang dilihat dari aspek kemampuan, kehandalan, 

sikap aparatur dan tanggung jawab sudah cukup baik dan optimal yang dimana 

ditunjang dari segi pemberian pelayanan e-KTP dan juga respon masyarakat 

selaku penerima pelayanan e-KTP.  

2. Kejelasan pelayanan yang dilihat dari aspek prosedur pelayanan, persyaratan 

pelayanan, kepastian biaya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dijalankan berdasarakan 

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Ketepatan waktu pelayanan yang dilihat dari aspek waktu pengurusan e-KTP, 

waktu pelaksanaan perekaman, waktu pelaksanaan percetakan e-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kefamenanu Kabupaten Timor 
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Tengah Utara sudah dijalankan berdasarkan standar waktu yang telah ditetapkan 

untuk pengurusan e-KTP. Namun sampai saat ini masih dijumpai pengeluhan 

yang sama terhadap waktu pelayanan akibat dari kurang partisipasi dari 

masyarakat tersebut terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 

tersebut. 

4. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dilihat dari aspektersedianya sarana 

perekaman dan percetakan, tersedianya fasilitas ruang tunggu. tersedianya kotak 

saran pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Timor Tengah Utara masih dibutuhkan penambahan lagi untuk menunjang 

keoptimalan pelayanan baik itu dari penambahan fasilitas ruang tunggu maupun 

saran percetakan maupun perekaman dengan fakta data sarana prasarana 

khususnya sarana perekaman dan percetakan e-KTP yang hanya tersedia hanya 

1 sarana perekaman dan 1 sarana percetakan yang digunakan saat ini. 

6.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk 

akuntabilitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Timor Tengah Utara  sebagai berikut : 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kefamenanu Kabupaten Timor 

Tengah Utara khususnya pegawai agar lebih  meningkatkan kinerja pegawai 

dalam memberi pelayanan  agar berjalan  lebih optimal. 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara 

perlu menambah beberapa perlengkapan peralatan yang masih kurang seperti 

komputer dan printer agar dapat memperlancar pengurusan pelayanan. 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara 

perlu transparan dalam mensosialisasikan dan memberikan kejelasan serta 
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kepastian waktu penyelesaian dan standar operasional prosedur yang telah 

dibuat dengan baik agar masyarakat yang melakukan pengurusan  pelayanan 

tidak berprasangka buruk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Timor Tengah Utara. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara 

khususnya bagi petugas pelayanan harus menginformasikan kepada 

masayarakat bahwa setiap pemohon yang telah melakukan perekaman harus 

melakukan pengajuan pendaftaran percetakan agar e-KTP bisa dicetak.  

5. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara 

dan bagi masayarakat serta pihak yang terkait lainnya. 
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